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BAB II

TELAAH  PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN MODEL

2.1. Telaah Pustaka

Secara umum strategi dapat diartikan sebagai cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Mintzberg (1988), strategi dapat didefinisikan menjadi lima pengertian yaitu plan, ploy, pattern, position and perspective. Selain merupakan panduan tindakan untuk menuju masa depan, strategi juga merupakan suatu pola atas langkah-langkah yang dilakukan di masa lalu. Selain itu strategi merupakan alat menciptakan suatu posisi dalam konteks lingkungannya (strategy is positioning), dan untuk memperoleh dan mempertahankan posisi tersebut, perusahaan memerlukan perilaku kolektif yang fundamental dalam melakukan segala sesuatu (strategy is perspective). Michael E. Porter, dalam bukunya Competitive Strategy (2001), mengatakan bahwa strategi dapat dikembangkan secara eksplisit melalui perencanaan maupun secara implisit melalui berbagai kegiatan.namun demikian terdapat kenyataan yang menunjukkan ada manfaat besar yang akan diperoleh melalui proses merumuskan strategi secara eksplisit, karena hal ini akan lebih memudahkan untuk melakukan koordinasi secara fungsional dan terarah menuju seperangkat tujuan bersama.
Pierce dan Robinson (1996) menyebutkan, strategi merupakan gabungan dari rencana aktifitas dan pendekatan bisnis (planned strategy) serta reaksi yang dibutuhkan untuk keadaan yang tidak diperkirakan (adaptive strategy). Strategi lebih dari sekedar apa yang akan dicapai pada masa datang. Lingkungan baru selalu timbul, seperti perkembangan teknologi, perubahan kebijaksanaan pemerintah, munculnya pesaing baru, dan lain-lain. Lingkungan bisnis pada masa datang penuh dengan ketidakpastian, sehingga diperlukan tindakan-tindakan untuk mengatasi perubahan lingkungan bisnis yang terjadi.
Dalam memformulasikan strategi kompetitif suatu perusahaan hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah melihat hubungan antara perusahaan dengan lingkungannya. Lingkungan bisnis sangat memberi pengaruh dalam industri, dimana perubahan yang terjadi didalamnya bisa memberikan efek pada semua perusahaan yang ada dalam industri (Porter, 2001).

Sedangkan menurut Porter (2001), strategi badan usaha dapat dibedakan menjadi :

1. Growth strategy (strategi pertumbuhan atau ekspansi)

Strategi ini biasanya dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang tidak menghadapi masalah atau masalah yang dihadapinya adalah kecil. Keputusan diambil untuk melakukan ekspansi usaha dengan meningkatkan penjualan, pangsa pasar, aktiva, laba atau kombinasinya. 
2. Stability strategy (strategi stabilitas)

Strategi ini dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan berbagai bisnisnya. Perhatian dicurahkan untuk meneruskan bisnis yang ada agar dapat memperbaiki kekuatan bersaingnya. Hal ini meliputi upaya mempertahankan laba, bergerak dengan perlahan dan kewaspadaan yang tinggi. Manajemen berkonsentrasi untuk memperbaiki produktivitas dan inovasi. 
3. Retrenchment strategy (strategi pengurangan atau mundur)

Strategi ini biasanya dilakukan pada perusahaan yang menghadapi masalah yang cukup besar. Banyaknya kelemahan yang dimiliki perusahaan ini serta ancaman yang dihadapi menyebabkan munculnya berbagai masalah yang menyebabkan perusahaan tidak mampu menghadapi persaingan yang ada. Agar selamat dan tetap dapat bertahan, perusahaan harus melakukan strategi pengurangan kegiatan yang dapat berbentuk upaya balik (turnaround), melepas bagian tertentu dari badan usaha (divestment), ataupun likuidasi (liquidation).

Sehingga dengan demikian perlu dibedakan antara strategi, kebijaksanaan, program dan taktik.  Strategi adalah tindakan yang terpadu dan terkoordinasi yang dirancang mengeksploitasi segala kemampuan yang ada untuk mendapatkan keuntungan kompetitif di dalam rangka mencapai tujuan. Kebijaksanaan adalah implementasi strategi, sifatnya khusus dan merupakan arahan untuk mencapai tujuan. Program merupakan implementasi dari kebijaksanaan, sifatnya khusus dan berupa petunjuk mencapai tujuan. Taktik adalah upaya/tindakan rinci mencapai tujuan dan dilaksanakan di empat masalah muncul.
2.1.1. Goal Setting Theory
Beck dan Hillmar (1976) dalam Sekaran (1992) menjelaskan salah satu jenis intervensi pengembangan organisasi adalah setting. Proses pelaksanaan soal setting ini merupakan pendekatan terhadap pemahaman manajemen berdasarkan sasaran atau hasil yang membantu memberi pengertian tentang aspek pengelolaan atau manajemen, hasil dan sasaran.
Pengertian goal setting adalah proses penetapan sasaran atau tujuan dalam bidang pekerjaan, dalam proses goal setting ini melibatkan atasan dan bawahan secara bersama-sama menentukan atau menetapkan sasaran atau tujuan-tujuan kerja yang akan dilaksanakan tenaga kerjanya sebagai pengemban tugas dalam suatu periode tertentu (Gibson, dkk. 1985 dalam Sekaran, 1992)). Latham den Locke (dalam Sekaran, (1992) menjelaskan bahwa pengertian goal setting adalah suatu gagasan untuk menetapkan. Tenaga kerja melaksanakan suatu pekerjaan dimana tugas yang diberikan sudah ditetapkan targetnya atau sasarannya, misalnya untuk mencapai kuota yang ditargetkan atau menyelesaikan sejumlah tugas dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Dalam hal ini sasaran (goal) adalah objek dari perbuatan dan jika individu menetapkan taktik kemudian berbuat untuk mencapai sasaran atau tujuannya tersebut, berarti sasaran atau tujuan ini menentukan perilaku dalam bekerja. Hersey dan Blanchard (1986) dalam Sekaran (1992), orientasi seseorang menyatakan bahwa perilaku pada umumnya dimotivasi oleh keinginan untuk memperoleh tujuan tertentu, dan perilaku itu pada dasarnya bertujuan pada objek atau sasaran 

Pengertian goal setting yang dikemukakan Davis (1981) dalam Sekaran (1992) adalah manajemen penetapan sasaran atau tujuan untuk keberhasilan mencapai kinerja (performance). Lebih lanjut dijelaskan bahwa penerapan penetapan tujuan yang efektif membutuhkan tiga langkah yaitu: menjelaskan arti dan maksud penetapan target tersebut, kedua menetapkan target yang jelas, dan yang ketiga memberi umpan balik terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan. Cascio (1987) dalam Sekaran (1992) menyatakan bahwa goal setting itu didasarkan pada pengarahan tingkah laku terhadap suatu tujuan.Sasaran atau target bisa ditambah dengan memberi penjelasan atau informasi kepada tenaga kerja bagaimana mengerjakan tugas tersebut, serta mengapa sasaran atau tujuan tersebut penting dilaksanakan. 

Pendekatan manajemen berdasarkan sasaran ini meliputi perencanaan, pengawasan, penilaian pegawai, serta keseluruhan sistem kinerja yang ada dalam organisasi. Prosedur umum dalam manajemen berdasarkan sasaran ini yang paling utama adalah mengidentifikasikan bagian-bagian kunci keberhasilan, sehingga dapat berpengaruh terhadap keseluruhan performance organisasi misalnya volume penjualan, hasil keluaran (production output), maupun kualitas layanan, dengan demikian pengukuran kinerja (performance) dapat ditentukan (Luthans, 1981) dalam Sekaran (1992). 

Gibson dkk, (1985) dalam Sekaran (1992) menggambarkan penerapan goal setting dari perspektif manajemen. Langkah-langkahnya adalah (1) diagnosis kesiapan, misalnya apakah tenaga kerja, organisasi dan teknologi sesuai dengan program goal setting; (2) mempersiapkan tenaga kerja berkenaan dengan interaksi antara individu, komunikasi, pelatihan (tranning) dan perencanaan; (3) penekanan pada sasaran yang harus diketahui dan dimengerti oleh manajer dan bawahannya; (4) mengevaluasi tindak lanjut untuk penyesuaian sasaran yang ditentukan; (5) tinjauan akhir untuk memeriksa cara pengerjaan dan modifikasi yang ditentukan. Strauss dan Sayless (1981) dalam Sekaran (1992) menjelaskan bahwa prosedur manajemen berdasarkan sasaran memberi kesempatan kepada tenaga kerja untuk membuat penilaiannya sendiri mengenai hasil-hasil operasi, artinya jika ia membicarakan hasil maka sebenarnya individu tersebut menilai dirinya sendiri dan mungkin sekali mendapatkan wawasan mendalam bagaimana ia harus memperbaiki sikapnya. cara-caranya atau kelakuannya. 

Manajemen yang berorientasi ini dianggap lebih baik karena lebih menekankan pencapaian hasil, kesempatan sehingga memberi manajemen yang sasaran pada kepada tenaga kerja untuk mengerti bagaimana seharusnya bekerja, dan hubungan komunikasi antara atasan dan bawahan lebih terbina karena terjadi interaksi antara yang memberi tugas dengan pelaksana. Secara umum pengertian goal setting itu adalah penetapan sasaran atau target yang akan dicapai tenaga kerja 
2.1.2.
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  (UMKM)

Jumlah UMKM di Indonesia menurut Komisi Perindustrian dan perdagangan dan Investasi APEC  (1994 dalam Bjerke, 2000), menurut urutannya  adalah pertanian  (63,66%), perindustrian dan perdagangan (17,42%), pabrikan  (8,79%), jasa  (4,99%), konstruksi  (3,29%) dan bidang usaha lain  (1,85%).  Biro Pusat Statistik mendefinisikan UMKM sebagai industri yang memiliki karyawan kurang dari 100 karyawan. BPS mengelompokkan industri ke dalam 4 golongan yaitu : (a) industri kerajinan : 1-4 karyawan/perusahaan, (b) industri kecil : 5-19 karyawan/perusahaan, (c) industri sedang : 20-99 karyawan/perusahaan, dan (d) industri besar : lebih dari 100 karyawan/perusahaan.

Menurut Departemen Perindustrian dan Bank Indonesia mendefinisikan usaha kecil berdasarkan nilai assetnya, yaitu usaha yang assetnya  (tidak termasuk tanah dan bangunan)  bernilai kurang dari Rp. 600 juta. Departemen Perindustrian dan perdagangan membatasi usaha kecil berdasarkan modal kerjanya, yaitu usaha  (dagang)  yang modal kerjanya bernilai kurang dari Rp. 25 juta. 

Sedangkan Kadin terlebih dahulu membedakan usaha kecil menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah yang bergerak di bidang perindustrian dan perdagangan, pertanian dan industri, dimana yang dimaksud usaha kecil untuk kelompok pertama adalah usaha yang memiliki modal kerja kurang dari Rp. 150 juta dan memiliki nilai usaha kurang dari Rp. 600 juta. Kelompok kedua adalah yang bergerak dalam bidang konstruksi. Adapun untuk kelompok kedua yang dimaksud usaha kecil adalah yang memiliki modal kerja kurang dari Rp. 250 juta dan memiliki nilai usaha kurang dari 1 miliar. 

Berikut ini adalah list beberapa UU dan Peraturan tentang UMKM: (Rahmana, 2008)

(a) UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

(b) PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

(c) PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.

(d) Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.

(e) Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan.

(f) Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah.

(g) Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

(h) Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara.

(i) Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008, mengklasifikasikan usaha mikro, kecil dan menengah kedalam kriteria sebagai berikut:

(a) Kriteria usaha mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000

(b) Kriteria usaha kecil, memiliki kekayaan bersih dari Rp.50.000.000 sampai paling banyak Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan dari Rp. 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000.

(c) Kriteria usaha menengah, memiliki kekayaan bersih dari Rp.500.000.000 sampai paling banyak Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000.

Definisi menurut UU No. 20/2008, yang dimaksud usaha kecil adalah :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, atau

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 miliar;

3. Milik Warga Negara Indonesia;

4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;

5. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum,atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Definisi lain dikemukakan oleh Wiltshire Committee  (1971), yaitu : sebuah bisnis kecil adalah dimiliki dan dikelola secara independen, dengan keputusan dan pengawasan berada pada pihak owner yang sekaligus sebagai manajer. Yang menjadi pertanyaan besar kemudian adalah bagaimana kesiapan dunia usaha termasuk UMKM dalam menghadapi liberalisasi perindustrian dan perdagangan tersebut  (Hidayat, 1995). Faktor penting yang harus diatasi adalah kelemahan UMKM itu sendiri. Beberapa kelemahan UMKM yang diidentifikasikan oleh Hidayat  (1995)  adalah :

1. Kelemahan dalam akses dan pengembangan pangsa pasar

2. Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan akses terhadap sumber modal

3. Keterbatasan dalam akses dan penguasaan teknologi

4. Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen

5. Keterbatasan jaringan usaha dan kerjasama 

Sedangkan menurut Baswir  (1998)  disebutkan kelemahan utama dari usaha kecil adalah kelemahan manajerial. Penelitian Bjerke  (2000)  menunjukkan bahwa UMKM di Asia Tenggara (China) memiliki masalah utama antara lain:

· Kesulitan menemukan permodalan bank untuk ekspansi

· Meningkatnya biaya produksi dan operasi

· Mudah terpengaruh fluktuasi ekonomi setempat

· Kesulitan mendapatkan pegawai  (staff)  yang kompeten karena sempitnya pasar tenaga kerja

· Rendahnya teknologi

· Manajemen yang lemah

· Terkadang menghadapi masalah dengan harga tanah yang tinggi  (untuk lokasi usaha)

· Tidak ada apresiasi yang baik dengan teori pemasaran  (model barat)

· Kurangnya kebijakan nasional yang mendukung

Dengan permasalahan-permasalahan tersebut, UMKM di Indonesia harus menemukan strategi yang tepat untuk mencapai kinerja bisnis yang dapat bersaing di era perindustrian dan perdagangan bebas.
2.1.3. Kondisi Umum UMKM Sektor Perikanan

Sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan salah satu sumberdaya yang dapat diperbaharui (renewable resources) serta dapat dijadikan sebagai penggerak utama (prime mover) ekonomi nasional dan daerah. Faktor lain yang mendorong sektor kelautan dan perikanan menjadi prime mover adalah bahwa industri dan usaha di bidang perikanan pada umumnya berbasis sumberdaya lokal (industry based local resources) (Arifin, 2007). Sebagai contoh, untuk industri pengolahan ikan/ udang di Jambi, hampir semua bahan bakunya berasal dari hasil tangkapan dan budidaya ikan lokal, begitu juga dengan tenaga kerja, dimana industri ini tidak memerlukan pekerja asing.

Namun demikian, perkembangan sektor usaha perikanan tidak optimal karena ketidakpastian pasar terhadap produk terkait. Kondisi ini mengakibatkan minat investor atau lembaga keuangan yang rendah untuk membiayai usaha perikanan. Sementara itu, potensi sumberdaya perikanan sangat besar sehingga perlu dilakukan perbaikan tata niaga untuk meningkatkan kompetensi produk perikanan agar dapat bersaing di pasar domestik atau asing dengan nilai yang optimal (Numberi, 2007). 

Sektor perikanan dan kelautan membutuhkan tambahan modal usaha sedikitnya Rp. 47,28 triliun untuk meningkatkan penangkapan dan industri hilir perikanan di dalam negeri sebesar 20% pada 2010 melalui model klasterisasi. Tambahan investasi itu diperlukan untuk mendongkrak kinerja perikanan tangkap, perikanan budi daya dan merangsang industri hilir serta pemasaran produk perikanan (Hernanda, 2007).

Berdasarkan kondisi UMKM sektor perikanan di Kota Ternate, pemanfaatan sumberdaya ikan masih sangat minim yakni dibawah 20% dari potensi yang tersedia. Demikian pula pemanfaatan lahan untuk budidaya ikan yang masih sangat rendah, dimana masih banyak lahan dan usaha potensial yang belum tersentuh. Kehidupan masyarakat pesisir yang umumnya berprofesi sebagai nelayan tangkap, budidaya dan pengolahan ikan masih belum dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.

2.1.4. Stakeholder UMKM

Stakeholder UMKM terdiri dari berbagai lembaga terkait yang selama ini secara langsung maupun tidak langsung memiliki program . Stakeholder UMKM sangat dibutuhkan untuk membantu UMKM. Stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan UMKM adalah sebagai berikut : (Almilia dan Wijayanto, 2007)
1. Bank Indonesia.

Sebagai Bank Sentral selama ini mempunyai program untuk pengembangan sektor riil dan UMKM melalui bidang ekonomi dan moneter dengan membentuk seksi ‘Kelompok Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM’ disingkat KPRSU. Secara rutin Bank Indonesia menjalankan program Bantuan Teknis, melalui pelatihan kepada bank umum, BDSP (lembaga penyedia jasa) dan KKMB, melakukan survei dan penelitian, serta menyediakan informasi bagi UMKM.

2. Lembaga Keuangan Bank, Bank Umum, BPR/BPRS. 


Menyediakan dana untuk permodalan UMKM melalui kredit program 
pemerintah (KUR, KKPE dan lainnya) serta kredit komersial untuk 
investasi dan modal kerja yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM.

3. Lembaga Keuangan Bukan Bank (PNPM, PNM, Pegadaian, Asuransi, dll).


PNPM Mandiri meruapakan program nasional pemberdayaan masyarakat 
juga menyalurkan dana modal untuk UMKM. Demikian halnya 
Perusahaan Nasional Madani (PNM), Pegadaian memiliki program 
pinjaman modal untuk UMKM. Lembaga keuangan bukan bank ini sangat 
dibutuhkan oleh UMKM.

4. Lembaga Penjaminan (Askrindo, Jamkrindo, dll). 


Adalah lembaga penjaminan yang berfungsi membantu UMKM yang 
sudah feasible (layak usaha) namun belum bankable dari sisi tidak ada 
jaminan kredit. Lembaga ini sangat membantu UMKM dalam memperoleh 
kredit program KUR yang dapat memberikan jaminan hingga tujuh puluh 
persen.

5. Lembaga Keuangan Mikro (BMT, Koperasi, dll).


Adalah pihak yang dapat membantu UMKM untuk mendapatkan modal 
dengan cepat karena memiliki jaringan hingga ke pelosok dan prosedur 
pinjaman yang ringkas dan sederhana.

6. Instansi Terkait (DKP, Koperasi/UKM, Pertanian, Industri & Perdagangan, dll). 


Dinas teknis yang memiliki program dan dana dalam pengembangan 
UMKM, terutama dalam meningkatkan kemampuan manajemen teknis 
produksi melalui program pelatihan. Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas 
Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan 
perdagangan, semua itu sangat dibutuhkan oleh UMKM dalam 
mengembankan usaha mereka.

7. Pemda (Pemprov, Pemko, Pemkab)


Adalah instansi yang mengatur kebijakan di daerah, dapat diharapkan 
melakukan kegiatan riil di setiap daerah.

8. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia


KADIN sangat peduli dengan usaha kecil dan menengah. Kadin 
mempunyai klinik konsultasi kredit di berbagai daerah dalam melayani 
UMKM yang membutuhkan pendampingan mendapatkan modal dari 
perbankan.

9. PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) 


PINBUK membawahi BMT (baitul mal wattanwil) di seluruh Indonesia. 
Pinbuk memiliki program pembinaan nyata kepada BMT dan UMKM 
melalui program pelatihan, penyediaan software menajemen, modal dan 
usaha nyata lainnya.

10. Perguruan Tinggi (Negeri/Swasta)


Di setiap perguruan tinggi banyak kita jumpai pusat inkubator bisnis, yang 
memiliki UMKM binaan terutama yang ada di sekitar wilayah kampus.

11. BDSP/ KKMB. 


Konsultan Keuangan Mitra Bank adalah program nasional pemerintah 
dalam rangka membantu UMKM untuk akses permodalan kepada 
perbankan. KKMB hampir terdapat di selutuh wilayah Indonesia.

12. SATGASDA KKMB 


Adalah wadah yang dibentuk melalui SK Gubernur KDH Tingkat I di 
setiap propinsi. Didalamnya terdapat unsur Bank Indonesia, Perbankan, 
Dinas Terkait dan Pemerintah Daerah. Di beberapa daerah Satgasda ini 
aktif, namun di kebanyakan daerah masih mati suri.

13. BUMN, Program PKBL


Memiliki dana CSR hasil penyisihan keuntungan BUMN. Program 
Kemitraan menyediakan pinjaman modal hingga lima puluh juta. UMKM 
dapat memanfaatkan program PKBL ini dengan menghubungi BUMN 
yang ada dan dekat dengan lokasi UMKM berada.

14. Swasta Nasional


Banyak perusahaan ingin menyalurkan dana CSR kepada UMKM dalam 
rangka tanggung jawab sosial mereka kepada masyarakat. UMKM dapat 
melakukan pendekatan melalui kemitraan dengan perusahaan besar swasta 
nasional.

15. Organisasi Profesi. 


Hingga saat ini terdapat banyak organisasi profesi seperti Asosiasi 
Pengusaha Indonesia, HIPMI, Aosiasi Pedagang Pasar dan lainnya. 
Semuanya sangat berkepentingan dalam pengembangan UMKM.

2.1.5. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UMKM


Berdasarkan ketentuan perundang-undangan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dan menggali serta mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki dalam rangka menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Almilia dan Wijayanto, 2007). Salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara termasuk Pemerintah Kota Ternate adalah mengoptimalkan dan memberdayakan kemampuan masyarakat di sektor rill. Dalam kaitan ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berupaya mengembangkan sektor-sektor ekonomi dan produk komoditas unggulan. Selain itu, pengembangan UMKM di wilayah ini terus ditingkatkan dengan mengoptimalkan peran berbagai pihak serta instansi terkait. Kebijakan Pemerintah Kota Ternate tertuang dalam Arah Kebijakan Umum dalam RPJMD Kota Ternate tahun 2005- 2010. Kebijakan Pemda tersebut dijabarkan dalam Panca Program Pembangunan Kota Ternate yakni :

· Pemberdayaan Birokrasi dan peningkatan Pelayanan Publik.

· Peningkatan Kualitas SDM dan kualitas keberagaman.

· Peningkatan Produktivitas Ekonomi Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.

· Peningkatan infrastruktur Perkotaan dan Pengembangan Kawasan Strategis.

· Perencanaan Pembangunan Kota Baru.


Berdasarkan visi, misi dan arah kebijakan umum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate tahun 2005-2010 tersebut, maka dirumuskan program-program pembangunan untuk mencapai visi dan misi tersebut. Salah satu program yang berkaitan dengan pengembangan UMKM adalah Program Peningkatan Produktivitas Ekonomi Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Dalam RPJMD Kota Ternate dinyatakan bahwa untuk mendukung peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat, perlu diupayakan pengembangan lembaga-lembaga perekonomian antara lain; lembaga perbankan, perkreditan, pemasaran dan koperasi. Salah satu fungsi kota yang sangat penting adalah sebagai pusat pelayanan jasa distribusi bagi wilayah belakangnya (hinterland). 


Dengan demikian penataan perkotaan harus selalu dikaitkan dengan fungsi kota sebagai pusat pelayanan, baik pelayanan dalam bentuk jasa, perbankan, perkreditan, angkutan, perdagangan maupun jasa pemerintahan. Selain dilakukan upaya pengembangan kelembagaan ekonomi yang bersifat formal, juga perlu diupayakan pengembangan kelembagaan ekonomi yang bersifat informal, mengingat peranan sektor informal di perkotaan cukup besar. Upaya yang harus dilakukan antara lain: pemanfaatan dan pengelolaan potensi ekonomi lokal  dengan mengedepankan sektor-sektor unggulan melalui penyediaan lokasi usaha, bantuan permodalan, pembinaan dan penyederhanaan peraturan untuk merangsang perkembangan dunia usaha (Almilia dan Wijayanto, 2007). 


Dalam kaitan dengan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, ada dua isu utama yang dikedepankan. Pertama, peningkatan kapasitas masyarakat pesisir (capacity building) dalam perubahan struktur masyarakat tradisional ke masyarakat yang maju dan mandiri. Kedua, pemupukan modal (capital accumulation), yang bersumber dari surplus nilai tambah ekonomi masyarakat pesisir. Dengan surplus nilai tambah yang terakumulasi ini, maka kebutuhan masyarakat secara bertahap dapat dipenuhi sendiri (Almilia dan Wijayanto, 2007).


Program Pemerintah Kota Ternate yang terkait dengan pengembangan UMKM secara spesifik dinyatakan dalam empat program utama yaitu:

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang  kondusif, antara lain:

a. Penyusunan kebijakan tentang UMKM

b. Sosialisasi kebijakan tentang UMKM

c. Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha kecil dan menengah

d. Pendirian unit penanganan pengaduan

e. Pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional

f. Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan UMKM

g. Pengembangan jaringan infrastruktur UMKM

h. Fasilitasi permasalahan proses produksi UMKM

i.  Pemberian fasilitasi pengamanan kawasan UMKM

2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM, terdiri atas

a. Memfasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis.

b. Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi UMKM dengan   

          perusahaan  asing.

c. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM.

d. Meningkatkan kerjasama di bidang Hak Kekayaan Intelektual 
  
          (HAKI).

3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM, antara lain:

a. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan.

b. Pengembangan klaster bisnis.

c. Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UMKM dan          

    koperasi.

d. Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi UMKM.

e. Pemantauan Pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM.

f. Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM.

g. Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga.

h. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil   

    dan menengah

i.  Penyelenggaraan promosi produk UMKM.

j.  Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal.

4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi antara lain:

a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan 

    koperasi.

b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan 

    perkoperasian.

c. Pembangunan Sistem Informasi perencanaan pengembangan 

    perkoperasian.

e. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian.

f. Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi.

g. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi .

h. Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi

i. Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada 

    jenis usaha koperasi.


Dalam kaitan dengan pengembangan UMKM, di Maluku Utara telah dilaksanakan kerjasama antara Bank Indonesia Ternate dan KADINDA Provinsi Maluku Utara untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Kerjasama ini sudah terjalin dengan erat, bahkan sebelum adanya nota kesepakatan (MoU) di level pusat (nasional). Kerjasama di level Provinsi Maluku Utara ini melahirkan suatu lembaga representatif, yaitu ”UMKM Centre” di penghujung tahun 2006 . Lembaga ini merupakan inisiatif bersama Pemerintah Kota Ternate, Perbankan (BMPD Maluku Utara) dan KADINDA Provinsi Maluku Utara. Bank Indonesia Ternate bertindak sebagai penasihat di UMKM Centre Kota Ternate. Sinergi kerjasama lintas sektor ini telah menghasilkan beberapa even seperti :

· UMKM Expo Kota Ternate 2006 pada bulan Desember 2006,

· Rapat Koordinasi lintas sektor yang menghasilkan komitmen pemberdayaan UMKM di Kota Ternate,

· Salah satu realisasi dari Rakor tersebut adalah dilakukannya pendataan UMKM di Kota Ternate oleh UMKM Centre.

· Launching Buku Profil UMKM Kota Ternate

· Dilakukan ekpose hasil pendataan tersebut oleh UMKM Centre dan ekspektasi dunia usaha Kota Ternate oleh Bank Indonesia Ternate dalam momen APEKSI 2007 yang merupakan hasil kerjasama 5 Kota (Makassar, Manado, Gorontalo, Ternate dan Tidore) yang diselenggarkan di Kota Ternate dimana ekpose bersama ini sekaligus dijadikan momen ”Business Gathering” 

· Terselenggaranya Bantuan Teknis Bank Indonesia Ternate yang didukung oleh UMKM Centre Kota Ternate terutama dengan adanya sesi nara sumber pelaku UMKM yang memberikan kesaksian kisah suksesnya (success story) kepada peserta pelatihan.

Masih banyak agenda-agenda yang sudah direncanakan bersama, termasuk melakukan diseminasi dan menggaungkan model UMKM Centre ke kabupaten/ kota lainnya di Maluku Utara. Diharapkan ’pilot project’ bernama UMKM Centre ini menjadi model yang efektif dan tepat sasaran dengan dukungan berbagai pihak, termasuk pengambil kebijakan dilevel provinsi dan nasional. Model lembaga UMKM Centre ini adalah yang pertama kali di Maluku Utara, bahkan di tingkat nasional sehingga Maluku Utara, khususnya Kota Ternate, patut berbangga dan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam membesarkan UMKM Centre Kota Ternate tetap menjaga komitmen bersama dalam dukungannya untuk pengembangan dan pemberdayaan sektor riil terutama UMKM.
2.1.6. Sumber-sumber Pertumbuhan Produktivitas UMKM

Peningkatan produktivitas (tenaga kerja atau total faktor produksi) dicapai melalui mekanisme yg bervariasi. Upgrading teknologi adalah satu di antaranya dan dalam pengertian yang lebih luas, meliputi tidak hanya permesinan yang lebih baik tetapi juga peningkatan dalam area seperti tempat kerja organisasi, penanganan inventori dan disain produk. Adalah dapat diterima bahwa perusahaan kecil akan sedikit lebih mampu menangani proses ini dengan sukses dengan kehendak mereka sendiri dibanding perusahaan besar. Maka, banyak perhatian telah diberikan kepada kemungkinan peran kluster dan sub kontrak dan aturan yang mendukung perkembangannya yang dengan mudah dapat diakses oleh perusahaan kecil, dan sistem pendukungan kolektif, mencakup sektor publik dan asosiasi swasta (Berry et. al. : 2001).

1. Sumber Peningkatan Teknologi


Berry et. al. (2001) menjelaskan bahwa dari analisa mereka tentang 
sumber kemampuan teknologi untuk UMKM eksportir mebel rotan, 
garmen dan mebel kayu, ada beberapa sumber peningkatan teknologi. 
Salah satunya adalah saluran pribadi (yaitu suplier peralatan atau pembeli), 
yang telah menjadi mekanisme yang dominan untuk memperoleh 
kemampuan teknis di ketiga sektor. Para pembeli asing menjadi sumber 
yang paling utama dari pendukungan teknologi luar (dan pendampingan 
pemasaran luar) di ketiga industri. Karyawan ekspatriat menjadi sumber 
paling utama yang kedua dari kapasitas teknologi di dalam industri garmen 
dan rotan, dua industri di mana Indonesia telah muncul sebagai produsen 
penting. Para suplier peralatan dinilai sebagai sumber kedua penyedia 
informasi teknologi yang bermanfaat. Di sisi lain, konsultan pribadi dinilai 
memiliki arti penting yang terbatas seperti penyedia sektor publik, asosiasi 
industri dan “bapak angkat”.


Kedua, sub kontrak dapat meresap dalam ketiga industri, dan telah 
menjadi krusial, untuk memanfaatkan ketrampilan tradisional untuk 
produksi ekspor. Ketiga, tenaga kerja ekspatriat adalah suatu mekanisme 
yang kuat untuk memperoleh kemampuan teknologi di sektor garmen dan 
rotan, tetapi praktek ini dipusatkan tak sebanding antar usahawan non-
pribumi (sebagian besar Cina) yang memperoleh keuntungan dari embel-
embel komunitas etnik.

2. Sub Kontrak


Sub kontrak telah memainkan suatu peran penting dalam 
pengintegrasian UMKM ke dalam sektor manufaktur dinamis di negara-
negara seperti Korea dan Jepang. Dalam suatu studi industri mebel di 
Jepara, Berry et. al.(2001), menemukan satu fungsi dari kapasitas intern 
antar eksportir akan melakukan pengendalian mutu dan untuk menentukan 
subkontraktor baru yang mampu dari karyawan mereka.


Sub kontrak didukung oleh pesanan ekspor besar, order yang 
berfluktuasi, dan resiko yang berhubungan dengan suatu investasi berat 
oleh perusahaan tunggal. Dalam keadaan demikian biaya-biaya yang lebih 
rendah bisa dicapai oleh subkontraktor sebab mereka membayar gaji yang 
lebih rendah dibanding perusahaan besar, mereka mengkhususkan di 
dalam tugas spesifik yang dilaksanakan secara sangat efisien, dan mereka 
mampu mengurangi biaya-biaya modal dengan berbagi peralatan dengan 
perusahaan tetangga. Kekerabatan, persahabatan atau kontak bisnis 
sebelumnya juga mendorong sub kontrak.


Dalam studi yang dilakukan oleh Sato (2000) terhadap industri 
pengecoran logam di desa Ceper Klaten, dimana terdapat 300 pengecoran 
logam dalam bermacam-macam ukuran, dia menemukan bahwa suatu 
sistem sub kontrak dan suatu sistem putting-out hidup pada waktu yang 
bersamaan dalam kluster pedesaan ini. Hubungan sub kontrak antara 
industri permesinan modern di kota dengan asembler besar pada puncak 
kulminasinya sudah mencapai lapisan bagian atas perusahaan di dalam 
kluster itu.


Beberapa keuntungan dari sub kontrak dikemukakan oleh beberapa 
manajer perusahaan yang disurvei, antara lain yang pertama adalah resiko 
bisnis rendah. Transaksi yang berkelanjutan dalam kaitan dengan pembeli 
dan produk mengurangi total risiko bisnis dalam jangka panjang, 
dibanding keuntungan yang rendah dalam tiap order. Menurut mereka, 
rata-rata margin keuntungan dalam pesanan sub kontrak adalah 10-17.5%. 
Walaupun dalam sistem non sub kontrak seperti order insidental bisa 
diperoleh keuntungan yang lebih besar yaitu 30-60%, dengan resiko yang 
besar juga karena sering bertolak belakang dengan biaya-biaya dalam 
pembuatan cetakan yang hanya untuk penggunaan temporer, dan oleh 
kerugian dari ketidakberlanjutan yang tak diduga dari transaksi itu.


Keuntungan sub kontrak yang kedua adalah kemajuan teknologi. 
Seperti dilaporkan Sato (2000), melalui suatu hubungan sub kontrak yang 
berlanjut suatu perusahaan dapat membuat suatu rencana untuk 
meningkatkan kemampuan teknologinya. Usaha untuk peningkatan 
teknologi juga dirangsang oleh transaksi dengan asembler, terutama 
dengan cara magang di pabrik perakitan yang dilakukan oleh beberapa 
karyawan dan dengan pengiriman ahli mekanik oleh asembler ke 
perusahaan mereka.

3. Kluster


Kluster di sini didefinisikan sebagai konsentrasi aktivitas yang 
memilki sub sektor yang sama. Kluster adalah suatu fenomena di Asia 
(Weijland : 1999),   terutama  sekali  di  Indonesia. Weijland (1999) 
menyebut kluster sebagai industri tradisional yang khas yang menonjol di 
Pulau Jawa. Menurut data Departemen Perindustrian, sekitar 10,000 
sampai 70,000 desa di Indonesia dicatatkan sebagai kluster industri. Lebih 
dari 40% kluster berlokasi di Jawa Tengah di mana industri tradisional 
terkluster di separuh dari keseluruhan desa yang ada.


Kluster biasanya terjadi secara spontan, tetapi sekarang ini juga 
didukung oleh institusi swasta dan/atau institusi publik. Ada beberapa 
faktor umum yang menentukan pembentukan kluster yaitu kedekatan 
dengan input atau pasar, ketersediaan infrastruktur fisik terutama jalan 
atau mungkin ada efek spillover atau demonstration effect, dimana suatu 
perusahaan yang sukses mempengaruhi peserta baru dalam industri itu. 
Kadang-kadang kebijakan pemerintah mungkin mempunyai suatu 
pengaruh langsung pada keberadaan mereka.


Dari hasil studi yang dilakukan oleh Weijland (1999) tentang 
kluster industri tradisional di pedesaan Indonesia, terlihat bahwa ada 
beberapa keuntungan potensial pengklusteran. Jika diukur dari kapasitas 
perusahaan individunya, industri tradisional pedesaan hanya mempunyai 
sedikit kekuatan, tetapi melalui pengembangan jaringan perdagangan dan 
kluster banyak dari permasalahan teknologi dan pemasarannya dapat 
dipecahkan. Penyatuan produksi (joint production) akan mengurangi 
biaya-biaya transaksi pembelian input dan biaya memasarkan output, dan 
oleh karena itu akan menarik minat pedagang. Kegiatan ini membantu 
memecahkan permasalahan keuangan yang mendesak pengusaha miskin. 
Pengklusteran juga mempermudah aliran informasi dan memudahkan 
order-sharing, labor-sharing dan sub-contracting. Untuk kluster yang 
lebih maju, aspek teknologi meningkat semakin penting dimana peralatan 
yang lebih mahal dan keterampilan khusus bisa dipakai bersama.


Ada banyak dokumentasi tentang kluster industri di Indonesia, 
seperti batik, tekstil, ukiran, rokok kretek, mebel, batu bata dan ubin, 
barang logam, barang-barang mesin, dan suplier otomotif. Apakah 
keberadaan kluster seperti itu berguna bagi efisiensi pengembangan 
UMKM adalah perihal yang lain. Hasil penelitian oleh Sandee (1995) 
yang dikutip oleh Weijland (1999) menemukan suatu mata rantai antara 
kluster dan berbagai efisiensi eksternal, seperti peningkatan kapasitas 
untuk berinovasi serta akses kepada input yang murah. Pemerintah juga 
akan lebih mudah untuk memberikan pelayanan kepada suatu kelompok 
perusahaan target yang terhimpun dalam suatu kluster.


Bukti dari negara berkembang menunjukkan bahwa secara 
mayoritas kluster perusahaan kecil bekerja sama hanya untuk suatu hal 
yang sangat terbatas. Ini terlihat dari hasil studi Sato (2000) tentang suatu 
kluster perusahaan pengecoran logam di Ceper Klaten. Dia, menemukan 
hubungan intra-kluster (kerja sama antar perusahaan) memiliki arti penting 
yang terbatas. Kebanyakan perusahaan tidak mengkhususkan pembelian 
input, produksi, koleksi informasi, dan penjualan output dilaksanakan 
secara individu. Bagaimanapun, kluster memilkik arti penting untuk 
pertumbuhan perusahaan kecil, sebab produktivitas di dalam kluster 
nampak lebih tinggi dibanding jika perusahaan menyebar. Salah satu 
pertimbangan yang utama adalah bahwa kluster merangsang keterlibatan 
aktif pedagang dan perusahaan besar di dalam aglomerasi perusahaan 
kecil. Pembelian sejumlah besar dari beberapa produsen kecil melalui 
suatu kunjungan tunggal mengurangi biaya-biaya transaksi. Lagipula, 
keterlibatan pedagang dan perusahaan besar mengurangi kebutuhan akan 
perusahaan kecil untuk mengembangkan kapasitas pemasaran mereka 
sendiri, yang sering merupakan suatu hambatan penting di dalam penetrasi 
ke dalam kota dan pasar internasional (Weijland : 1999 ).

4. Ekspor


Seiring perputaran ekonomi adalah menjadi penting bagi kelompok 
perusahaan manapun untuk mampu memperoleh penjualan ekspor atau 
untuk bersaing secara efektif dengan impor yang tidak lagi harus 
melompati penganut proteksionisme. Ini secara luas dapat diterima bagi 
UMKM bahwa untuk berhasil dalam ekspor mereka harus mempunyai 
beberapa cara menekan biaya-biaya transaksi, yang mana cenderung untuk 
mempunyai suatu komponen biaya tetap. Sub kontrak adalah tahap 
pertama, apakah dengan pabrikan skala besar atau dengan para perantara 
komersil. 


Seperti diungkapkan oleh Berry dan Levy (1999) bahwa sub 
kontrak umumnya terjadi antar eksportir ukuran menengah dalam industri 
rotan, garmen dan mebel. 
Tahap kedua adalah dengan penuaian 
keuntungan dalam kluster. Semua studi menunjukkan kluster kecil yang 
berorientasi ekspor beroperasi pada pengendalian pembeli komoditas 
menuntut kemampuan beradaptasi dan upgrading yang berkelanjutan, yang 
pada gilirannya memerlukan suatu interaksi profesional pada spesifikasi 
produk antara para pembeli dan produsen (Berry at. 
al. : 2001).

2.1.7. Kinerja UMKM

Tujuan utama dari pengelolaan suatu perusahaan adalah untuk mencapai peningkatan kinerja. Kinerja perusahaan menunjukkan ukuran prestasi yang diperoleh oleh suatu perusahaan setelah perusahaan tersebut melakukan berbagai aktivitas perusahaan secara menyeluruh. Dari berbagai telaah pustaka tentang kinerja perusahaan dapat diketahui bahwa pembahasan tentang kinerja perusahaan pada umumnya menekankan pada profitabilitas dan pertumbuhan pelanggan. Nash(dalam Hashim dkk, 2001) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan indikator terbaik untuk mengidentifikasi apakah perusahaan tersebut telah melakukan sesuatu dengan benar. Selain itu profitabilitas juga dipandang sebagai salah satu tolak ukur kesuksesan perusahaan. Selanjutnya Hashim dkk ( 2001) juga menjelaskan bahwa profit margin, return on assets, return on equity, return on sales merupakan indikator-indikator yang biasa dipakai dalam mengukur profitabilitas keuangan (financial profitability). Indikator-indikator ini akan membuat perusahaan menjadi lebih mudah dalam mengukur kinerjanya. 

Strategi didalamnya mencakup cara atau metode yang digunakan untuk memenangkan persaingan, strategi merupakan alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahan. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Ferdinand ( 1999 ) yang menjelaskan bahwa kinerja perusahaan merupakan faktor yang umum digunakan untuk mengukur dampak dari sebuah strategi perusahaan. Strategi perusahaan selalu diarahkan untuk menghasilkan kinerja perusahaan seperti pertumbuhan penjualan, tingkat pertumbuhan aset, dan profitabilitas.
2.1.8.  Lingkungan bisnis
Melalui pemahaman yang integratif akan lingkungan bisnis dan internal, perusahaan mendapatkan informasi yang mereka perlukan untuk mengerti masa sekarang dan memprediksi masa yang akan datang(Bogner, 1998). Lingkungan bisnis dibagi dalam 3 wilayah utama :lingkungan umum, lingkungan industri, dan lingkungan pesaing. Lingkungan umum adalah sekumpulan elemen-elemen dalam masyarakat yang lebih luas yang mempengaruhi suatu industri dan perusahaan-perusahan yang ada didalamnya. (Fahey,1966). Lingkungan industri adalah serangkaian faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis, baru, suplier, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan diantara para pesaing – yang secara langsung mempengaruhi perusahaan, tindakan, dan tanggapan kompetitivenya. Bagaimana perusahaan dan megumpulkan infoemasi tentang para pesaing mereka disebut analisis pesaing. Pemahaman akan lingkungan pesaing perusahaan akan memberi nilai tambah pada wawasan yang diberikan oleh hasil studi lingkungan umum dan industri. Dengan kombinasi hasil dari ketiga analisis ini digunakan untuk memahami pengaruh lingkungan terhadap perkembangan tujuan strategis, misi strategis, dan tindakan strategis perusahaan (Fahey & VK. Narayaman, 1986).

Pearce,Robinson (2008) menyatakan bahwa perencana strategi perlu meneliti keadaan pasarnya yang harus dihadapi perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan tersebut mampu mengantisipasi kondisi bisnis masa depan dan strategi bisnis apa yang harus diterapkan. Faktor yang yang saling berkaitan dan memainkan peran penting yaitu lingkungan yang jauh yang tidak terkait dengan situasi operasi perusahaan serta lingkungan industri yaitu , masuknya pendatang baru, kompetisi dengan pesaing. Empat faktor yang harus diperhatikan berkenaan dengan persaingan yaitu : masuk keluarnya pesaing, produk subsitusi, dan kompetisi antar pesaing . 

Porter (1985) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang harus dianalisis dalam bagian pesaing yaitu masuk dan keluarnya pesaing utama, ketersediaan barang pengganti, dan perubahan penting dalam strategi pesaing. Hukum pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan pembuat peraturan, kelompok kepentingan khusus dapat memiliki pengaruh besar terhadap strategi perusahaan kecil, besar, berorientasi laba, maupun nirlaba. Banyak perusahaan mengubah atau mengabaikan strategi masa lalu karena aksi politik atau pemerintah (Shipper&Jennings,1984). Berdasarkan uraian di atas, maka disusunlah suatu hipotesa sebagai berikut:
H1 =  
Lingkungan bisnis berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM sektor perikanan di Ternate
2.1.9. Hubungan dengan Bank
           Alan Hankinson (2000) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat berbagai variable sebagai kunci sukses perusahaan kecil untuk mengembangkan usahanya yaitu antara lain : Behaviour and lifestyle, Skills and capabilities, Management Methods, Motivation, Future perspectives, Small firms and bank relations, Identity, Comment. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa salah satu kunci sukses strategi bisnis yang dijalankan  suatu usaha kecil guna meningkatkan kinerjanya adalah dalam hubungannya dengan bank yang berkaitan dengan faktor permodalan (fasilitas kredit). 

          Judi H.Gray (1999) telah mengemukakan bahwa kesuksesan dalam bisnis kecil diukur dari aspek Business survival, numbers of employee dan income yang tidak terlepas dari akses sumber permodalan dalam hal ini perbankan. Mengingat penelitian tersebut dilakukan dilain negara yang berbeda kulturnya dengan Indonesia terutama dalam berhubungan dengan bank, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh hubungan dengan bank  terhadap strategi bisnis  perusahaan UKM  dan kinerjanya?
         Aspek permodalan dari perbankan kepada pengusaha kecil UKM yang merupakan salah satu kunci sukses pengembangan UKM  menunjukkan pola hubungan yang saling menguntungkan antara pengusaha selaku debitur dengan  bank selaku kreditur. 

          Berdasarkan data Bank Indonesia Cabang Semarang, disebutkan bahwa saat ini di Jawa Tengah terdapat 6,5 juta unit usaha UKM. Dari jumlah tersebut baru sekitar 2,3 juta yang tersentuh pembiayaan dari perbankan, yakni 2,2 juta adalah rekening untuk usaha kecil, 45.900 rekening usaha  mikro dan 5.060 usaha menengah. Jadi baru sekitar 30 % yang disentuh oleh bank. Bagaimanapun  bank memiliki tugas dan fungsi untuk lebih memberdayakan UKM, sebagaimana disebutkan dalam pengertian bank menurut Undang Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan  menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

          Definisi diatas memberi tekanan bahwa bank dalam memajukan usahanya, terutama menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Demikian pula dari segi penyaluruan dananya, hendaknya bank tidak semata-mata memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik bank tapi kegiatannya harus pula diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat (dalam penyaluran kreditnya).

      Adapun pengertian kredit menurut UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau hasil keuntungan. Istilah kredit sendiri berasal dari bahasa yunani (credere) yang berarti kepercayaan (Truth atau Faith) , oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban guna melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang/ jasa-jasa sekarang. Unsur-unsur kredit sendiri terdiri dari kepercayaan, waktu, degree of risk, prestasi (obyek kredit).

     Fungsi kredit dalam kehidupan ekonomi, perdagangan dan keuangan secara umum adalah sbb :

· Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari uang, barang/ jasa.

· Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

· Kredit merupakan salah satu alat stabilitas ekonomi.

· Kredit dapat menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat (sektor riil)

· Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

· Kredit adalah juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Jenis kredit dapat dijelaskan dari berbagai sudut yaitu :

· Dari sudut tujuan dapat dibagi dalam jenis kredit konsumtif dan produktif.

· Dari sudut jangka waktu, dapat dibagi dalam jenis kredit jangka pendek jangka waktu 1 tahun (short term loan), menengah jangka waktu 1 s/d 3 tahun (medium term loan) dan jangka panjang lebih dari 3 tahun (long term loan).

· Dari sudut jaminan, adalah Un secured loan (tanpa jaminan) dan secured loan (dengan jaminan).

· Dari sudut penggunaan yaitu untuk modal kerja (working capital) dan investasi.

Sedangkan pengertian kredit usaha kecil (KUK) menurut SE Bank Indonesia No.3/9/Bkr, tanggal 17 Mei 2001 adalah kredit atau pembiayaan dari bank untuk investasi dan atau modal kerja yang diberikan dalam rupiah dan atau valuta asing kepada nasabah usaha kecil dengan plafond kredit keseluruhan maximal Rp. 500 juta guna membiayai usaha yang produktif termasuk pula kredit program.

     Sebagai bagian dari kunci sukses perusahaan UKM, maka hubungan bisnis antara pengusaha dan bank perlu terus dijalin tidak saja dalam kaitannya dengan kelangsungan pengelolaan dana namun juga aspek konsultasi bisnis (MJ Morris, 1984 dalam Morris dan Paul, 1987). Jasa konsultasi bisnis yang merupakan bagian dari fungsi bank perlu terus dikomunikasikan dengan para debiturnya baik dalam rangka pengembangan usaha (ekspansi), maupun permasalahan yang dihadapi didalam bisnisnya. Bagaimanapun bank berkepentingan terhadap kelangsungan usaha debiturnya yang akan memberikan suatu kepastian akan tingkat pengembalian kredit yang telah diberikan. 

       Disisi lain komitmen pengusaha UKM terhadap bank juga harus terus dijaga demi kelangsungan usahanya. Pada berbagai kondisi ditemui bahwa pengusaha UKM yang sukses selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mengutamakan dan memenuhi komitmennya dengan bank walaupun kondisi usahanya sedang dilanda krisis. Kehidupan bisnis  tidak lepas dari masalah perkreditan. Salah satu yang menjadi perhatian pokok dari UKM adalah cash flow yang cukup. Terjadinya kekurangan cashflow adalah pada saat perusahaan-perusahaan memulai kegiatan operasionalnya ataupun disaat kondisi ekonomi menngalami penurunan.

         Studi menunjukkan ada 2 sumber pendanaan yang dominan dalam perusahaan yaitu dana sendiri dan bank. Judi H Gray (1999) telah mengemukakan bahwa kesuksesan bisnis kecil diukur dari business survival, numbers of employee, income. Dalam penelitian ini kinerja dihubungkan dengan kinerja perusahaan kecil dalam memenuhi kewajiban kreditnya. Dunia usaha tidak dapat dilepaskan dari dukungan sistem perbankan dalam bidang permodalan. Berbagai fasilitas kredit dikucurkan kepada para pengusaha yang membawa konsekkuensi dipenuhinya kewajiban pengusaha kepada kreditur, baik pembayaran bunga maupun pokok berdasarkan jenis fasilitas kreditnya. 

       Tipe-tipe small business loan menurut Reith Rutherford (1994,p.67-68) meliputi General Obligation Loan, Working Capital Loan untuk pembiayaan Receivable dan Inventory, Terms Loan atau kredit investasi jangka panjang. Didalam mengukur performance UKM dalam memenuhi kewajibannya diukur dari:

· Kelangsungan usaha (survival business) yaitu ukuran kelangsungan perusahaan, apakah berkesinambungan, dijual kepada pihak lain atau dialihkan.

· Pertumbuhan karyawan yaitu dengan berkembangnya suatu usaha maka terjadi adanya peningkatan kapasitas sehingga memerlukan penambahan karyawan baik full timer maupun part timer.

· Kualitas kredit terbagi dalam berbagai kategori yakni kategori Lancar, DPK (Dalam Pengawasan Khusus), KL (kurang lancar), D (diragukan ), M (macet).

· Pertumbuhan kredit yang diperoleh dari pengusaha UKM tersebut.

· Penggunaan kredit dalam hal ini bagaimana penggunaan fasilitas kredit apakah sudah sesuai dengan rencana baik untuk modal kerja maupun investasi.

· Monitoring dari bank dalam hal ini berbentuk pembinaan dan penetapan restrictive loan covenant atau perjanjian yang memuat pembatasan-pembatasan pada debitur oleh bank seperti kebijakan investasi, deviden, financing dll (VP.Apilido 1992,p.42).

     Lebih jauh dalam hubungannya dengan bank, para pengusaha UKM selain memerlukan produk bank yang simple, reliable ( Randle, 1995 dalam Sandberg et al., 2001) yang dapat membantu bisnis mereka, juga mengharapkan “ human touch “ dalam berhubungan dengan bank (Anderson, Thomas, Dione Hosten, 1996 dalam Hankinson, 2000).  BNI dengan jaringan yang luas mampu menjangkau hingga kepelosok tanah air sangat memungkinkan memberikan human touch dimaksud kepada debitur ditengah upaya meningkatkan sarana teknologinya. Dengan pendekatan hubungan semacam itu serta didukung oleh kedekatan lokasi bank terhadap tempat tinggal atau usaha UKM yang tersebar diberbagai kecamatan, maka debitur  akan merasa lebih cepat terlayani, kebutuhannya secara tepat dapat diidentifikasi dan dipenuhi, sehingga tidak jarang debitur kurang begitu mempersoalkan  terhadap rate yang ditawarkan bank (Mc Kinsey-1997 dalam Hankinson, 2000).  

         Komitmen debitur kepada bank sangat tergantung dari tingkat kepuasan dan loyalitasnya. Dalam Expectation Theory (Hankinson, 2000) disebutkan bahwa sebuah perusahaan dapat memenangkan loyalitas pelanggan jika perusahaan tersebut mampu memuaskan ekspektasi pelanggan terhadap produk mereka. Jika ternyata produk tersebut tidak mampu memenuhi ekspektasi mereka, maka mereka akan segera berpindah ke produk perusahaan lain. Selain itu dalam Control Theory (Hui and Bateson 1991 dalam Hankinson 2000) menekankan perlunya debitur merasa familiar terhadap produk bank. Familiarity ini akan menyebabkan seseorang debitur merasa mengenal produk tersebut dan mendatangkan respon positif terhadap produk bersangkutan, sehingga pada gilirannya akan menumbuhkan rasa kepercayaan debitur untuk menggunakan produk-produk bank tersebut dengan sebaik-baiknya.
Berdasarkan uraian di atas, maka disusunlah suatu hipotesa sebagai berikut:

H2 =  
Hubungan dengan Bank berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM sektor perikanan di Ternate
2.1.10. Orientasi Kewirausahaan

Pengembangan kewirausahaan di sektor usaha mikro, terutama kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia dapat ditempuh melalui pelatihan, bimbingan konsultasi dan penyuluhan. Pelatihan diutamakan pada bidang yang sesuai dengan unit usaha yang menjadi andalan. (UKM Centre, 2007)

Salah satu jiwa kewirausahaan yang harus dimiliki seorang wirausaha adalah kemampuan untuk memanagerial usaha yang sedang digelutinya, seorang wirausaha harus memiliki kemampuan perencanaan usaha, mengorganisasikan usaha, visualisasikan usaha, mengelola usaha dan sumber daya manusia, mengontrol usaha, maupun kemampuan mengintergrasikan operasi perusahaanya yang kesemuanya itu adalah merupakan kemampuan managerial yang wajib dimiliki dari seorang wirausaha, tanpa itu semua maka bukan keberhasilan yang diperoleh. (Suryana, 2003)

Untuk itu juga diperlukan pelatihan manajerial karena pada umumnya pengusaha mikro lemah dalam kemampuan manajemen dan banyak menggunakan tenaga kerja yang tidak terdidik (Berry, 2001). Selain itu tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan industri mikro dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan yang memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya. (Kuncoro, 2007). Berdasarkan uraian di atas, maka disusunlah suatu hipotesa sebagai berikut:

H3 =  
Orientasi kewirausahaan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM sektor perikanan di Ternate.

2.2. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Eugene Sadler-Smith, Yve Hampson, Ian Chaston, dan Beryl Badger, (2003)

Karakteristik sifat seorang wirausahawan belum dapat secara  jelas mengidentifikasi karakteristik-karakteristik umum gaya seorang kewirausahawan,  perilaku seorang wirausahawanlah yang dapat secara spesifik mengidentifikasi karakteristik gaya seorang wirausahawan. Perilaku-perilaku itu pun nantinya dibagi menjadi dua, perilaku kewirausahaan dan perilaku non kewirausahaan (Yve Hampson, Eugene Sadler-Smith & Ian Chaston, 2003).

Perilaku kewirausahaan  (Yve Hampson, Eugene Sadler-Smith & Ian Chaston 2003) adalah perilaku yang condong kearah tumbuhnya budaya kreatif dan berani beresiko, menciptakan struktur informal merata dan merumuskan strategi untuk mengambil keunggulan dari peluang-peluang yang ada. Yve Hampson, Eugene Sadler-Smith & Ian Chaston (2003) juga menyebutkan adanya korelasi yang erat antara inovasi dengan penerapan perilaku manajemen partisipatif-kolaboratif, yang mana perilaku Kewirausahaan ini juga berkorelasi dengan atribut-atribut tertentu kultur organisasi. Mereka mendefinisikan perilaku Kewirausahaan ini sebagai perilaku manajemen yang bersifat persuasif bukan memerintah, team building, mencari masukan dari pihak lain, berperilaku sensitif politis, dan saling berbagi penghargaan dan pengakuan secara sukarela; dan mereka menambahkan bahwa perilaku Kewirausahaan seperti ini meski perlu tetapi tidak mutlak diperlukan dalam melaksanakan aktifitas-aktifitas dasar (aktifitas-aktifitas non-inovatif), bahkan gaya otokratis tradisional mungkin sama efektifnya.
Model Penelitian Eugene Sadler-Smith, Yve Hampson, Ian Chaston, dan Beryl Badger, (2003)







2. Surendra et al., (2001)

Surendra et al., (2001) menjelaskan perbedaan keperibadian  yang mendasar antara wanita dan pria. Menurut Surendra et al., (2001), pria pada umumnya bersifat individualis, agresif, kurang sabar, lebih tegas, rasa percaya diri lebih tinggi  dan lebih menguasai pekerjaan sedangkan wanita cendrung lebih perhatian kepada orang lain, penurut, pasif, lebih mengkedepankan perasaan dan mempunyai tanggung jawab mengurus keluarga yang lebih besar dari pada pria. Perbedaan ini menyebabkan karyawan wanita cenderung bersikap dan berlaku sesuai atau sejalan dengan kebijakan dan peraturan perusahaan.

Model Penelitian Surendra et al., (2001)








3. Rosdiana dkk (2005)

Perubahan lingkungan yang sangat cepat mengakibatkan tingginya dinamika lingkungan yang selanjutnya menimbulkan ketidakpastian lingkungan yang dihadapi organisasi. Maka perlu perencanaan strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai kinerja perusahaan yang diinginkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korelasi positif antara lingkungan bisnis eksternal dan rencana stratejik terhadap kinerja perusahaan.

Model Penelitian Rosdiana dkk (2005)





4. Almilia dan Wijayanto (2007)

Penelitian Almilia dan Wijayanto (2007), menguji pengaruh environmental performance dan environmental disclosure terhadap economic performance, studi pada perusahaan pertambangan umum dan pemegang HPH/HPHTI yang tercatat di Bursa Efek Jakarta Periode 2002-2005. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa environmental performance dan environmental disclosure tidak menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap economic performance.

Model Penelitian Almilia dan Wijayanto (2007)
 



Ringkasan penelitian terdahulu dari penelitian ini dapat dijelaskan pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1:

Penelitian Terdahulu

	Pengaruh Antar Variabel
	Penulis Jurnal
	Hasil Penelitian

	1. Pengaruh Lingkungan terhadap Kinerja UMKM
	Almilian dan Wijayanto (2007)
	Lingkungan berpengaruh positif terhadap Kinerja UMKM

	2. Pengaruh hubungan dengan Bank  terhadap Kinerja UMKM
	Hankinson (2000)
	Hubungan dengan bank berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM 

	3. Pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja UMKM
	Surendra et al., (2001)
	Orientasi kewirausahaan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM


Sumber: Berbagai jurnal
2.3. Model Penelitian Empiris


Model penelitian ini berkaitan dengan upaya menggali strategi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun stakeholder UMKM, untuk menganalisis tingkat \kemudahan dalam memperoleh modal yang dikaitkan dengan badan hukum dan kolateral usaha mikro serta faktor-faktor kewirausahaan seperti manajemen dan tenaga kerjanya. Model Penelitian ini terdiri dari satu variable dependen yaitu Kinerja Usaha Mikro  dan 3 (tiga) variable independen yaitu lingkungan bisnis, hubungan dengan bank dan orientasi kewirausahaan.


Adapun model penelitian yang dikembangkan mengacu kepada pemikiran bahwa lingkungan yang kondusif, kemudahan dalam memperoleh permodalan dan adanya peningkatan kewirausahaan akan meningkatkan kinerja UMKM sektor perikanan di Kota Ternate.    

Gambar 2.1

Model Penelitian Empiris
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Sumber: Wiklund (1999); Hankinson (2000); dan Almilia dan Wijayanto, (2007)
2.4. Dimensionalisasi Variabel 

2.4.1. Variabel dan Indikator Variabel Lingkungan bisnis
Variabel lingkungan bisnis merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM, dengan menggunakan angket terdiri dari pertanyaan berskala 1-10 sebanyak 3 pertanyaan yang akan menghasilkan skor minimum 3 dan skor maksimum 30. Ketiga dimensi tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.2 dibawah ini:

Gambar 2.2

Indikator dari Lingkungan bisnis






Sumber : Almilia dan Wijayanto, (2007),  dikembangkan dalah penelitian ini
2.4.2. Variabel dan Indikator Hubungan dengan Bank
Variabel hubungan dengan bank merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM, dengan menggunakan angket terdiri dari pertanyaan berskala 1-10 sebanyak 3 pertanyaan yang akan menghasilkan skor minimum 3 dan skor maksimum 30. Ketiga dimensi tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.3 dibawah ini:

Gambar 2.3

Indikator dari Hubungan dengan Bank
 SHAPE \* MERGEFORMAT 



         Sumber
: Hankinson (2000), dikembangkan dalam penelitian ini

2.4.3. Variabel dan Indikator Orientasi Kewirausahaan
Variabel orientasi kewirausahaan merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM, dengan menggunakan angket terdiri dari pertanyaan berskala 1-10 sebanyak 3 pertanyaan yang akan menghasilkan skor minimum 3 dan skor maksimum 30. Ketiga dimensi tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.4 dibawah ini.

Gambar 2.4

Indikator dari Orientasi Kewirausahaan
 SHAPE \* MERGEFORMAT 



Sumber
: Wiklund (1999), dikembangkan dalam penelitian ini.

2.4.4. Variabel dan Indikator Kinerja UMKM
Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja UMKM adalah sebagai berikut : profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan pertumbuhan aset. Hubungan variabel dan indikatornya digambarkan dibawah ini : 
Gambar 2.5

Indikator dari Kinerja UMKM
 SHAPE \* MERGEFORMAT 


Sumber: Wiklund (1999), dikembangkan dalam penelitian ini
penelitian ini
2.5. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan pendapat dari penelitian terdahulu yang terkait dengan variabel yang digunakan.

Tabel 2.1.

Definisi Konseptual Variabel dan Indikator

	No
	Variable
	No

tasi
	Definisi Konseptual
	Indikator
	Referensi

	1


	Kinerja UMKM Sektor Perikanan


	Y


	Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.


	1. Profitabilitas
	Wiklund, (1999)


	
	
	
	
	2. Pertumbuhan Penjualan
	

	
	
	
	
	3. Pertumbuhan  

    Aset 


	

	2
	Lingkungan bisnis
	X1
	Sekumpulan elemen-elemen dalam masyarakat yang lebih luas yang mempengaruhi suatu industri dan perusahaan-perusahan yang ada didalamnya.
	1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat
	Almilia dan Wijayanto, (2007)

	
	
	
	
	2.  Daya dukung pemerintah
	

	
	
	
	
	3.Iklim usaha
	

	3.
	Hubungan dengan Bank
	X2
	Salah satu kunci sukses UMKM yang dijalankan  suatu usaha kecil guna meningkatkan kinerjanya adalah dalam hubungannya dengan bank yang berkaitan dengan faktor permodalan.


	1.Rutinitas Monitoring Bank
	Hankinson (2000)

	
	
	
	
	2. Hubungan baik
	

	
	
	
	
	3.Kredibilitas 
	

	4
	Orientasi Kewira-usahaan
	X3
	Proses penciptaan suatu nilai yang berbeda dengan mengerahkan segala upaya dan waktu yang diperlukan, menanggung segala resiko sosial, psikologis dan finansial, serta menerima hasilnya dalam bentuk kepuasan pribadi dan uang
	1.Adaptabilitas
	Wiklund, (1999)

	
	
	
	
	2.Berani mengambil keputusan
	

	
	
	
	
	3.Kreatifitas baru
	


Sumber: Berbagai Jurnal, dikembangkan untuk penelitian ini (2010)
Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
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